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Gambar 1. 

 

Keterangan: Gambaran rumah panggung masyarakat Bajo di pulau Bungin 

 

Gambar 2. 

 

Keterangan: Gambaran tumpukan batu karang yang telah didirikan rumah oleh 

masyarakat Bajo di Pulau Bungin 



Gambar 3. 

 

Keterangan: Permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin  

 

Gambar 4. 

 

Keterangan: Gambaran hasil penimbunan yang telah didirikan rumah hunian masyarkat 

Bajo di Pulau Bungin. 



Gambar 5. 

 

Keterangan: Tampak permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin. 

 

Gambar 6. 

 

Keterangan: Gambar kepadatan permukiman masyarakat Bajo di Pulau Bungin. 


